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2.1.1.

BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori
Teori Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Menurut G.R. Terry, pengambilan keputusan merupakan pemilihan
yang didasarkan atas kriteria tertentu terhadap dua atau lebih alternatif
yang mungkin (Syamsi, 2000:5). Siagian dalam Syamsi (2000:5) juga
mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan
sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penentuan
yang matang dari alternatif dan pengambilan tindakan yang tepat menurut
perhitungan.

Pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih atau
menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi — situasi yang tidak
pasti. Pembuatan keputusan terjadi dalam situasi yang mengharuskan
seseorang memprediksi kedepan, memilih salah satu dari dua pilihan serta
membuat estimasi (perkiraan) mengenai apa yang akan terjadi (Suharnan,
2005:194).

Berdasarkan definisi — definisi tersebut, kesimpulan yang dapat
diambil mengenai pengambilan keputusan ialah suatu proses berfikir
kedepan untuk menentukan secara tepat terkait tindakan apa yang harus
diambil. Dalam penelitian ini manajemen menggunakan tingkat likuiditas,

leverage, pengungkapan CSR, ukuran perusahaan serta proporsi komisaris
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independen yang ada pada perusahaan untuk menjadi bahan pertimbangan
kedepan dalam memutuskan tindakan yang diambil terhadap pajak.
Keputusan yang diambil oleh manajemen akan tercermin dari annual
report yang dipublikasikan perusahaan pada akhir periode, besaran jumlah
pajak yang dibayar kepada pemerintah serta dampak sosial dan lingkungan
yang dirasakan oleh masyarakat.

Teori Pecking Order

Teori pecking order mengungkapkan bahwa perusahaan akan lebih
memilih melakukan pendanaan melalui sumber internal dahulu kemudian
kekurangannya dari sumber eksternal. Teori ini menyatakan bahwa
perusahaan menyukai pendanaan internal, karena dana ini terkumpul tanpa
mengirimkan sinyal sebaliknya yang dapat menurunkan harga saham
(Brealey dkk, 2008). Ozkan (2010) juga menyatakan bahwa perusahaan
dengan aset likuid yang besar akan menggunakan asetnya untuk
berinvesatsi. Perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung tidak
menggunakan pembiayaan dari hutang karena mempunyai dana besar
untuk pendanaan internalnya (Lessy, 2016).

Berdasarkan teori tersebut perusahaan dengan likuiditas tinggi
cenderung akan bertindak agresif terhadap pajak. Hal ini dikarenakan
perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung memanfaatkan laba ditahan
yang dimiliki untuk operasi perusahaan sehingga laba kena pajak

perusahaan rendah dan biaya pajak yang harus dibayar juga berkurang.
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Teori Trade Off

Teori trade off menyatakan bahwa adanya penghematan pajak (dari
perusahaan terhutang) dihilangkan oleh meningkatnya ekspektasi atas
biaya kebangkrutan. Struktur modal optimal tercapai pada saat terjadi
keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat
penggunaan hutang. Manfaat penggunaan hutang ialah tax shield.
Sedangkan biaya penggunaan hutang ialah beban bunga hutang, biaya
kebangkrutan maupun agency cost (Brealey dan Myers, 2008).

Perusahaan cenderung memanfaatkan biaya bunga dari
penambahan utang untuk meminimalkan laba kena pajak yang mengarah
pada tindakan agresif terhadap biaya pajak yang harus dibayar.

Teori Legitimasi

Gray et al (1996) dalam Suprimarini dan Suprasto H (2017)
mengemukakan bahwa teori legitimasi merupakan pengorganisasian
perusahaan yang fokus memihak pada masyarakat, pemerintah dan
individu. Teori legitimasi berkaitan dengan kinerja sosial dan Kinerja
keuangan, apabila terjadi ketidakselarasan antar sistem nilai perusahaan
dengan sistem nilai masyarakat (atau sering disebut legitimacy gap), maka
perusahaan dapat kehilangan legitimasinya yang selanjutnya dapat
mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Hidayah, 2017).

Perusahaan cenderung akan memanfaatkan biaya pengungkapan
CSR untuk meminimalkan laba kena pajak sehingga beban pajak yang

dikeluarkan oleh perusahaan rendah. Tindakan agresif terhadap pajak ini
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dapat menghambat kesejahteraan yang seharusnya diterima oleh
masyarakat. Oleh karena itu, untuk memulihkan pandangan negatif
masyarakat terhadap perusahaan adalah melalui tanggung jawab sosial
perusahaan guna memperbaiki legitimasi dari masyarakat.

Teori Kekuasaan Politik

Kekuasaan politik merupakan kemampuan untuk mempengaruhi
kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat —
akibatnya sesuai dengan tujuan — tujuan pemegang kekuasaan sendiri.
Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau
kelompok untuk memanfaatkan sumber — sumber kekuatan yang bisa
menunjang sektor kekuasaanya dalam rangka mencapai tujuan tertentu
(Hidayat, 2009:31).

Perusahaan besar dengan sumber daya yang dimilikinya cenderung
akan lebih mudah untuk mempengaruhi peraturan pemerintah dan
melakukan penghindaran pajak untuk mencapai penghematan pajak yang
optimal.

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori
agensi menjelaskan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu
pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa
jasa demi kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa

otoritas pembuatan keputusan kepada agen.
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Dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka
semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan terhadap
kinerja manajemen serta menjadikan manajemen untuk lebih berhati — hati
dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan
perusahaan sehingga meminimalisir tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Pajak
Pengertian Pajak

Pembahasan mengenai pengertian pajak telah di ungkapkan oleh
beberapa ahli dengan batasannya masing — masing tentang pengertian
pajak tersebut. Salah satunya pengertian pajak yang dikemukakan oleh
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H yang menyebutkan bahwa pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang — undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal — balik
(kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan
untuk membayar pengeluran umum (Agoes dan Trisnawati, 2017:6).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak
adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Negara dan sebesar — besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi — definisi tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik

adalah sebagai berikut (Agoes dan Trisnawati, 2017:6) :
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1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang —
undang serta aturan pelaksanaanya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya
kontrapretasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran — pengeluaran pemerintah
yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan
untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu
fungsi mengatur.
2.1.7.2. Fungsi Pajak
Berdasarkan ciri — ciri pajak yang telah dijelaskan sebelumnya
pada pengertian pajak dari berbagai definisi, maka terdapat dua fungsi
pajak yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Mardiasmo, 2011:1-2) :
1. Fungsi penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran—pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh
yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan
dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan

kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yakni
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dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman Kkeras,
serta terhadap barang mewah.
2.1.7.3. Jenis Pajak
Terdapat berbagai jenis pajak yang dibagi menjadi beberapa
menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya (Agoes dan
Trisnawati, 2017:7). Diantaranya sebagai berikut :
1. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Langsung : pajak yang pembebanannya tidak dapat
dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib
Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan
(PPh).

b. Pajak Tidak Langsung : pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Subjektif : pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya,
dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPh.

b. Pajak Objektif : pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya : PPN,
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PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Meterai
(BM).
3. Menurut pemungutnya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Pusat : pajak yang dipungut oleh pemerintah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.
Contohnya : PPh, PPN, PPNnBM, PBB, BM.

b. Pajak Daerah : pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.
Contohnya : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan
Restoran dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.7.4. Hambatan Pemungutan Pajak
Ada beberapa hambatan yang dapat terjadi pada saat pemungutan
pajak dan hal tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut
(Mardiasmo, 2011:1) :
1. Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat
disebabkan oleh hal berikut ini :
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan

dengan baik
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2. Perlawanan aktif
Perlawanan ini meliputi seluruh usaha dan perbuatan yang
secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk
menghindari pajak. Bentuk—bentuk perlawanan aktif diantaranya
sebagai berikut :
a. Tax avoidance : usaha meringankan beban pajak dengan
tidak melanggar undang — undang.
b. Tax evasion : usaha meringankan beban pajak dengan cara
melanggar undang — undang (menggelapkan pajak).
Agresivitas Pajak

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009) dalam Purwanto (2016),
agresivitas pajak perusahaan merupakan tindakan merekayasa
pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan
perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal
(tax avoidance) atau ilegal (tax evasion).

Hlaing (2012) dalam Suprimarini dan Suprasto H (2017)
mengemukakan bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas
perencanaan pajak oleh perusahaan untuk mengurangi tingkat effective
tax rate (ETR) perusahaan. Ada berbagai macam proksi pengukuran
agresivitas pajak, diantaranya Effective Tax Rate (ETR), Book Tax
Difference (BTD), Discretionary Permanent BTDs (DTAX), Unrecognize
Tax Benefit, Tax Shelter Activity dan Marginal Tax Rate (Yoehana,

2013).

http://repository.unimus.ac.id


http://repository.unimus.ac.id

2.1.8.1.

21

Lanis dan Richardson (2012), Timothy (2010) dan Balakrishnan,
dkk (2011) dalam Yoehana (2013) menggunakan proksi ETR untuk
mengukur agresivitas pajak. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan
bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan oleh
penelitian terdahulu. Proksi ini dinilai menjadi indikator adanya
agresivitas pajak jika memiliki nilai ETR mendekati nol. Semakin rendah
nilai ETR yang dimiliki maka semakin tinggi tingkat agresivitas
perusahaan. Dengan semakin rendah nilai ETR menunjukan bahwa beban
pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban
perpajakan dengan benar tetapi jumlah yang dibayar ditekan serendah
mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan
(Lumbantoruan, 1996 dalam Suandy, 2008). Manajemen pajak bukan
ditujukan untuk menghindari pajak akan tetapi untuk mengatur sehingga
pajak yang dibayar tidak lebih dari seharusnya. Ada beberapa fungsi
dalam manajemen pajak (Suandy, 2008:6), yaitu :

1. Tax Planning (Perencanaaan Pajak)
Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam
manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan
penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis

tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan.
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2. Tax Implementation (Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan)

Setelah mengetahui faktor — faktor yang akan dimanfaatkan
dalam penghematan pajak maka langkah selanjutnya adalah
mengimplementasikannya baik secara formal maupun material.

3. Tax Control (Pengendalian Pajak)

Pengendalian ~dalam pajak bertujuan untuk memastikan
bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai yang
direncanakan. Dalam hal ini yang terpenting adalah pemeriksaan
pembayaran pajak. Untuk itu, pengendalian dan pengaturan kas
sangat penting dalam strategi penghematan pajak.

Motivasi yang menjadi dasar perencanaan pajak umumnya
bersumber dari tiga unsur perpajakan (Suandy, 2008:10), yaitu :
1. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy)

Kebijakan ini merupakan alternatif dari berbagai sasaran
yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Faktor — faktor yang
harus diperhatikan dalam perencanaan pajak dari berbagai aspek
kebijakan perpajakan yang ada diantaranya, pajak apa yang
dipungut, siapa subjek pajaknya, objek pajaknya apa saja, berapa
tarif pajaknya dan bagaimana prosedurnya.

2. Undang — Undang Perpajakan (Tax Law)

Undang — undang telah diatur sedemikian rupa, dengan

diikuti oleh ketentuan — ketentuan lain dalam pelaksanaanya untuk

mengatasi apabila terjadi hal — hal yang tidak diinginkan dalam

http://repository.unimus.ac.id


http://repository.unimus.ac.id

23

mengatur permasalahan perpajakan. Selain itu, tidak jarang terjadi

bahwa ketentuan itu bertentangan dengan undang — undang itu

sendiri. Sehingga terbuka celah bagi WP untuk melaksanakan
penghematan pajak melalui perencanaan pajak.
3. Administrasi Perpajakan (Tax Administration)

Secara umum, motivasi dilakukannya perencanaan pajak
adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Selain itu pajak
juga mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan
dalam perusahaan.

Suandy (2008:1-2) juga mengemukakan beberapa faktor yang yang
mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak secara
ilegal, diantaranya :

1. Jumlah pajak yang dibayar

Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar maka
semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan
pelanggaran.

2. Biaya untuk menyuap fiskus

Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, maka semakin

besar kecenderungan wajib pajak untuk melanggar.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi

Semakin kecil kemungkinan pelanggaran terdeteksi maka

semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan

pelanggaran.
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4. Besar sanksi
Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran,
semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan
pelanggaran.
2.1.8.2. Keuntungan dan Kerugian dari Tindakan Pajak Agresif
Tindakan agresif terhadap pajak ini selain memberikan marginal
benefit juga dapat memberikan marginal cost (Fatharani, 2012).
Marginal benefit yang kemungkinan diperoleh oleh perusahaan adalah
adanya penghematan (tax savings) yang signifikan sehingga porsi yang
dapat dinikmati pemilik lebih besar. Selain itu, keuntungan yang dapat
diperoleh oleh manajer dapat berupa kompensasi yang lebih tinggi atas
kinerjanya yang menghasilkan beban pajak perusahaan lebih rendah.
Keuntungan lain yang dapat diperoleh oleh manajer ialah mendapat
keuntungan pribadi dengan melakukan rent extraction. Chen, Chen,
Cheng dan Shevlin (2010) dalam Fatharani (2012) mengemukakan
bahwa rent extraction yakni suatu tindakan manajer yang tidak
memaksimalkan kepentingan pemilik. Tindakan ini dapat berupa
penyusunan laporan keuangan yang agresif, mengambil sumber daya atau
aset perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun melakukan transaksi
dengan pihak istimewa.
Sedangkan marginal cost yang kemungkinan diperoleh ialah sanksi

administrasi yang dikenakan oleh petugas pajak. Hal tersebut dapat

http://repository.unimus.ac.id


http://repository.unimus.ac.id

25

terjadi apabila telah dilakukan audit dan kemudian di temukan adanya
kecurangan — kecurangan dibidang perpajakan pada perusahaan.
2.1.9. Likuiditas

Subramanyam dan Wild (2014:241) mendefinisikan likuiditas
sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka
pendeknya, yang secara konvensional jangka pendek dianggap periode
hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal
perusahaan. Pentingnya likuiditas dapat dilihat dengan mempertimbangkan
dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan dalam memenubhi
kewajiban jangka pendek.

Likuiditas juga didefinisikan dengan kemampuan untuk membayar
kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas
perusahaan ditunjukan oleh besar kecilnya aktiva yang mudah untuk
diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang dan
persediaan. Pengertian likuiditas ini mengandung dua dimensi yaitu waktu
yang diperlukan untuk mengubah aktiva menjadi kas dan kepastian harga
yang akan terjadi (Sartono, 2011:116).

Menurut Utari dkk (2014:60) dalam Purwanto (2016), perusahaan
yang likuid merupakan perusahaan yang mampu memenuhi Ssemua
kewajibannya yang jatuh tempo, sedangkan perusahaan yang tidak likuid
adalah perusahaan yang tidak mampu memenuhi semua kewajibannya

yang jatuh tempo.
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Berdasarkan beberapa pengertian likuiditas diatas, dapat
disimpulkan bahwa likuiditas merupakan kondisi dimana perusahaan
mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.
Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi menggambarkan bahwa
perusahaan tersebut memiliki arus kas yang lancar untuk kegiatan operasi
perusahaan, selain itu hal ini juga sangat penting bagi kreditor maupun
investor dalam berinvestasi di perusahaan.

Beberapa rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas (Abdullah,
2002:40), diantaranya sebagai berikut :

1. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio ini merupakan ukuran untuk mengetahui kesanggupan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio
ini juga menunjukan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka
pendek dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan akan menjadi uang
tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang. Aktiva
lancar dalam perusahaan terdiri dari kas, surat berharga, piutang
dan persediaan. Sedangkan kewajiban lancar terdiri dari utang
dagang, wesel bayar jangka pendek, utang jangka panjang yang
jatuh tempo dalam waktu satu tahun, PPh terutang dan beban —

beban lain yang terutang (terutama gaji dan upah).

Aktiva Lancar
Rasio Lancar = x 100 %
Utang Lancar
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Rasio yang rendah dalam suatu perusahaan dianggap
menunjukan terjadinya masalah dalam perusahaan. Rasio yang
terlalu tinggi juga kurang bagus karena menunjukan banyaknya
dana yang menganggur yang berimbas pada kemampuan perusahan
dalam memperoleh laba semakin berkurang.

. Rasio Cepat (Quick Ratio)
Rasio cepat merupakan perbandingan antara jumlah aktiva

lancar dikurangi persediaan dengan jumlah utang lancar.

Aktiva Lancar - Persediaan
Rasio Cepat = x 100 %
Utang Lancar

Persediaan tidak dimasukkan dalam perhitungan karena
merupakan unsur aktiva lancar yang tingkat likuiditasnya rendah,
sering mengalami fluktuasi harga serta sering menimbulkan
kerugian jika menjadi likuidasi. Sehingga rasio cepat lebih baik
dalam mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenubhi
kewajiban jangka pendeknya. Rasio cepat umumnya dikatakan baik
apabila lebih besar sama dengan satu.

Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio kas adalah kemampuan untuk membayar hutang yang
harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan
dan efek yang segera diuangkan. Adapun cara untuk menghitung

rasio kas dapat menggunakan rumus sebagai berikut :
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Kas + Efek
RasioKas = —— x 100%
Utang Lancar

Rasio ini sangat relatif, akan tetapi menunjukan bahwa
manajemen telah mengoperasikan kas yang tersedia dengan efektif
dan efisien. Rasio kas ini juga merupakan indikator tingkat
likuiditas yang lebih kuat karena dapat memberikan informasi
tentang kemampuan kas dan efek yang tersedia untuk menutup
hutang lancar.

Hasil penelitian Anita M (2015) dan Purwanto (2016) menunjukan
bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap
agresivitas pajak dan sebaliknya penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) tidak
menunjukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.1.10. Leverage

Leverage merupakan jumlah pendanaan utang dalam struktur
modal suatu perusahaan. Motivasi perusahaan untuk memperoleh aset
(investasi) dari utang beserta ekuitas (pendanaan) dari utang
(Subramanyam dan Wild, 2014:265) adalah sebagai berikut :

1. Bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, jika bunga lebih
kecil dari pada pengembalian atas aset operasi bersih, maka selisih
pengembalian tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor

ekuitas.
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2. Bunga merupakan beban yang mengurangi pajak, sedangkan
dividen tidak.

Menurut Munawir (2002), leverage juga disebut sebagai rasio
hutang. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin
hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Angka rasio utang yang
semakin besar/meningkat dari tahun ketahun bukanlah menunjukan kinerja
keuangan perusahaan yang semakin baik/berhasil. Melainkan sebagai
gambaran semakin beratnya beban hutang perusahaan. Semakin tinggi
rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman (hutang) yang
digunakan dalam menghasilkan keuntungan dibanding aktiva yang
dimiliki.

Berdasarkan penelitian Suyanto dan Supramono (2012) perusahaan
dengan leverage yang tinggi cenderung memanfaatkan utang untuk
meminimalkan beban pajak bahkan cenderung mengarah pada tindakan
agresif terhadap pajak perusahaan. Perusahaan melakukan hal demikian
berdasarkan pada ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 36 Tahun
2008, dimana perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan
insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan
dengan beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan dengan cara
menambah utang perusahaan.

Menurut beberapa pengertian leverage diatas, dapat disimpulkan
bahwa leverage merupakan kondisi yang menggambarkan kemampuan

perusahaan dalam melunasi hutangnya dengan sejumlah aktiva yang
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dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi
menggambarkan bahwa perusahaan tersebut memiliki beban hutang yang
berat dalam menghasilkan keuntungan dibanding aktiva yang dimiliki
perusahaan.
Beberapa rasio yang digunakan untuk menilai leverage (Kasmir,
2015:156), diantaranya sebagai berikut :
1. Debt to Total Assets Ratio (Debt Ratio)

Rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk
mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.
Istilah lain menyebutkan dengan seberapa besar aktiva perusahaan
berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini mengukur
presentase besarnya dana yang berasal dari hutang baik jangka
pendek maupun jangka panjang.

Kreditur lebih menyukai debt ratio yang rendah sebab tingkat
keamanannya semakin baik. Jika debt ratio semakin tinggi,
sementara proporsi total aktiva tidak berubah maka hutang yang
dimiliki perusahaan semakin besar. Semakin besarnya hutang
perusahaan berarti rasio finansial atau rasio kegagalan perusahaan
untuk mengembalikan pinjaman semakin tinggi. Dan sebaliknya
jika debt ratio semakin kecil maka hutang yang dimiliki
perusahaan akan semakin kecil, itu berarti risiko finansial
perusahaan mengembalikan pinjaman semakin kecil. Adapun

rumus yang digunakan sebagai berikut :
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Total Hutang
Debt to Total Assets Ratio = —  x 100 %
Total Aktiva

2. Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio ialah rasio yang digunakan untuk
menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara
membandingkan seluruh utang perusahaan termasuk utang lancar
dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui
jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor dengan pemilik
perusahaan) dengan mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang
digunakan sebagai jaminan utang.

Semakin rendah debt to equity ratio maka semakin tinggi
pula kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh
kewajibannya. Sebaliknya dengan tingginya tingkat debt to equity
ratio maka semakin rendah pula kemampuan perusahaan dalam
membayar seluruh kewajibannya. Adapun rumus yang digunakan

sebagai berikut :

Total Liabilitas
Debt to Equity Ratio = x 100 %
Ekuitas

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)
Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara
utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya untuk

mengukur seberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang
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dijadikan jaminan utang jangka panjang. Adapun rumus yang

digunakan sebagai berikut :

Utang Jangka Panjang
LTDtER = x 100 %
Ekuitas

Hasil penelitian Suyanto dan Supramono (2012) serta Purwanto
(2016) mengungkapkan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan
terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Anita M (2015) serta
Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan
terhadap agresivitas pajak.

Corporate Social Responsibility

Menurut The Organization for Economic Corporation and
Development (OECD) CSR merupakan kontribusi bisnis bagi
pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak
semata — mata menjamin adanya pengembalian bagi para pemegang
saham, upah bagi karyawan dan pembuatan produk serta jasa bagi para
pelanggan, melainkan perusahaan bisnis juga harus memberikan perhatian
terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta yang berhubungan
dengan nilai — nilai masyarakat (Hidayah, 2017). Aturan mengenai CSR di
Indonesia telah tertuang dalam Undang — Undang RI No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 yang berbunyi ‘“Perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan
sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan

lingkungan”.
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Menurut Deegan yang dikutip oleh Chariri (2007:406) ada
beberapa alasan terkait pengungkapan corporate social responsibility yang
dilakukan oleh perusahaan, diantaranya :

1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang —
undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (economic rationality)

Atas dasar alasan ini, praktik pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan dianggap mampu memberikan keuntungan bagi
perusahaan.

3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.

Artinya manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak
untuk memperoleh informasi yang memuaskan dengan tidak
memperhitungkan hanya pada apa yang diperlukan terkait
informasi tersebut. Namun, pandangan ini tidak dianut oleh
mayoritas organisasi bisnis yang beroperasi di lingkungan kapitalis.

4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan pinjaman.

Lembaga pemberi pinjaman, sebagai bagian dari kebijakan
manajemen risiko, cenderung menghendaki peminjam untuk secara
periodik memberikan berbagai item informasi tentang kinerja serta
kebijakan sosial dan lingkungannya.

5. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang didasarkan pada

pandangan bahwa kepatuhan terhadap izin yang diberikan oleh
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masyarakat untuk beroperasi (kontrak sosial) bergantung pada
penyediaan informasi berkaitan kinerja sosial dan lingkungannya.
Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Misalnya kemungkinan pelaporan dipandang sebagai respon
atas pemberitaan media yang bersifat negatif, kejadian sosial atau
dampak lingkungan tertentu atau barangkali sebagai akibat dari
rating jelek yang diberikan oleh lembaga pemberi peringkat
perusahaan.

Untuk mengelola kelompok stakeholder tertentu yang powerfull.
Untuk menarik dana investasi.

Pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan
peningkatan organisasi tertentu untuk tujuan analisis portofolio
menggunakan informasi dari sejumlah sumber termasuk informasi
yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut.

Untuk mematuhi persyaratan industri atau code of conduct tertentu.

Salah satu contohnya, industri pertambangan di Australia
memiliki Code for Environmental Management. Sehingga, terdapat
tekanan tertentu untuk memenuhi aturan tersebut dan aturan itu pun
dapat mempengaruhi persyaratan pelaporan.

Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu.
Terdapat beberapa penghargaan yang diberikan oleh

beberapa negara kepada perusahaan yang melaporkan kegiatannya
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termasuk kegiatan yang berkaitan dengan aspek sosial dan dampak

lingkungan yang dilaporkan oleh perusahaan.

Penelitian Suprimarini dan Suprasto H (2017) menunjukan bahwa
CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak lalu penelitian
Rahmawati et al, (2016) dan Hidayati (2017) juga mengungkapkan bahwa
CSR memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan
penelitian Anita M (2015) menunjukan tidak adanya pengaruh yang
sigifikan terhadap agresivitas pajak.

Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2008:313), ukuran perusahaan vyaitu besar
kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau
nilai aktiva. Ukuran perusahaan juga dikatakan sebagai suatu skala dimana
perusahaan yang diklasifikasikan besar atau kecil, didasarkan pada total
aktiva, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar dan lain — lain (Hasibuan,
2009 dalam Wijayanti et al, 2016).

Menurut Harahap (2007:23), pengukuran ukuran perusahaan adalah
dengan logaritma natural (Ln) dari rata — rata total aktiva (total assets)
perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa
total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi

ketepatan waktu. Berikut rumus yang digunakan,

Ukuran Perusahaan = Ln (total aset)
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Perusahaan yang cenderung melaksanakan manajemen pajak
adalah perusahaan besar. Dengan alasan, perusahaan besar mendapat
perhatian lebih dari pemerintah atau pihak publik lainnya dibanding
perusahaan kecil (Kamila, 2013). Hal ini disebabkan karena perusahaan
besar dianggap memiliki sumber daya untuk memanipulasi proses politik
yang terjadi, atau menggunakan sumber daya yang ada untuk membuat
perencanaan yang baik, serta menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa
sehingga dapat mengoptimalkan tax savings (Richardson dan Lanis, 2007
dalam Wijayanti et al, 2016).

Penelitian Kamila (2013) dan Tiaras dan Wijaya (2015)
menunjukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak
dan sebaliknya hasil penelitian Anita M (2015) tidak menunjukan adanya
pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Komisaris Independen

Berdasarkan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
55/POJK.04/2015 Pasal 1(2) tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komisaris Independen adalah anggota
Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik
dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK
Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 21 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik. Menurut peraturan tersebut, persyaratan

pengangkatan Komisaris Independen adalah sebagai berikut :
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1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang
dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin,
mengendalikan atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan
Publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk
pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau
Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung
pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau
Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi
atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik tersebut.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-
00001/BEI/01-2014 Lampiran | yang berisi Peraturan BElI Nomor I-A
tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang
diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat juga mengharuskan kepada
perusahaan tercatat untuk memiliki komisaris independen berjumlah
paling kurang 30 % dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat
dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai
efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan

tersebut tercatat.
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Tugas komisaris independen dalam perusahaan ialah memastikan
prinsip — prinsip dan praktik GCG daipatuhi dan diterapkan dengan baik,
diantaranya menjamin transparansi dan keterbukaaan laporan keuangan
perusahaan, kepatuhan perusahaan pada perundang — undangan dan
peraturan yang berlaku serta menjamin akuntabilitas organ perseroan.
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) prinsip
— prinsip good corporate governance yaitu sebagai berikut :

1. Transparency (Transparansi)

Pentingnya obyektivitas dalam menjalankan  bisnis,
mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang
material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan
dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus
mengambil inisiatif dalam pengungkapannya, tidak hanya masalah
yang sesuai perundang — undangan namun juga dapat menjadi
pedoman oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan
keputusan.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan Kkinerjanya
secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola
secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan
dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat

yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
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3. Responsibility (Responsibilitas)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang — undangan
serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan
lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam
jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate
citizen.

4. Independency (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus
dikelola secara independen sehingga masing — masing organ
perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi
oleh pihak lain.

5. Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)
Dalam pelaksanaan kegiatannya, perusahaan  harus
memperhatikan  kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Menurut Fama dan Jensen (1983) dalam Suyanto dan Supramono
(2012) kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu
meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dengan semakin banyak
proporsi komisaris independen maka pengawasan manajemen akan
semakin ketat. Sehingga akan mengurangi kesempatan manajer dalam
berperilaku agresif terhadap pajak perusahaan.

Penelitian Suyanto dan Supramono (2012) menunjukan bahwa

komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
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agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Hidayati (2017) bahwa
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2.2. Penelitian Terdahulu
Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk dijadikan acuan dan
sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang akan di laksanakan, serta
untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang terdahulu.
Oleh karena itu, penulis mencantumkan hasil — hasil peneltian terdahulu

diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu

No. Nama Peneliti, Tujuan dan Alat Hasil Penelitian
Tahun dan Judul Analisis
Penelitian
1. | Fitri  Anita M | Untuk menguji | Corporate social
(2015) pengaruh corporate | responsibility, leverage dan
social responsibility, | ukuran perusahaan tidak
leverage, likuiditas | berpengaruh terhadap
Judul Pengaruh | dan ukuran | agresivitas pajak
Corporate  Social | perusahaan terhadap | perusahaan.
Responsibility, agresivitas pajak.
Leverage, Likuiditas memiliki
Likuiditas dan | Metode analisis | pengaruh terhadap
Ukuran Perusahaan | regresi linier | agresivitas pajak
terhadap berganda perusahaan.
Agresivitas Pajak
2. |lIrvan Tiaras dan | Untuk menganalisa Manajemen  laba  dan
Henryanto Wijaya | pengaruh likuiditas, | ukuran perusahaan
(2015) leverage, manajemen | memiliki pengaruh yang
|aba, proporsi Signifikan terhadap tlngkat
komisaris agresivitas pajak
Jqdu! _ Pengaruh independen dan perusahaan.
Likuiditas, ukuran perusahaan o
Leverage, terhadap tinakat Likuiditas, leverage dan
- p tingka - L
Manajemen Laba, L proporsi komisaris
Komisaris agresivitas independen tidak
Independen dan perusahaan menunjukan pengaruh yang
Ukuran Perusahaan signifikan terhadap tingkat
terhadap agresivitas pajak
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Agresivitas Pajak Metode : analisis perusahaan
regresi linier
berganda
Agus Purwanto | Untuk menguji Likuiditas berpengaruh
(2016) pengaruh likuiditas, | negatif signifikan terhadap
leverage, manajemen | agresivitas pajak
Judul : Pengaruh | |aba dan kompensasi | Perusahaan.
Likuiditas, rugi fiskal terhadap _
Leverage, agresivitas pajak Leverage dan manajemen
Manajemen Laba laba berpengaruh positif
~ | perusahaan L
dan  Kompensasi signifikan terhadap
Rugi Fiskal agresivitas pajak
terhadap perusahaan.
Agresivitas  Pajak
Perusahaan  pada Kompensasi  rugi  fiskal
Perusahaan menunjukan  hasil yang
Pertanian dan sangat berbeda yaitu tidak
Pertambangan yang | Metode analisis | berpengaruh terhadap
Terdaftar di Bursa | regresi linier | agresivitas pajak
Efek Indonesia | berganda perusahaan
Periode 2011 -
2013
Nurul Hidayati | Untuk = mengetahui | CSR berpengaruh positif
(2017) pengaruh  corporate | terhadap penghindaran
social responsibility | pajak
dan good corporate
Judul Pengaruh | governance terhadap | Komisaris independen,
Corporate  Social | penghindaran pajak | komite audit dan kualitas
Responsibility dan | perusahaan audit tidak berpengaruh
Good  Corporate terhadap penghindaran
Governance Metode analisis | pajak
terhadap regresi linier
Penghindaran Pajak | berganda
Ni  Putu Deiya | Untuk mengetahui Corporate social
Suprimarini  dan | pengaruh corporate | responsibility memiliki

Bambang Suprasto
H (2017)

Judul Pengaruh
Corporate  Social
Responsibility,
Kualitas Audit dan
Kepemilikan
Institusional  pada
Agresivitas Pajak

social responsibility,
kualitas audit dan
kepemilikan
institusional pada
agresivitas pajak.

Metode analisis
regresi linier
berganda

pengaruh negatif signifikan
terhadap agresivitas pajak.

Kualitas audit memiliki
pengaruh positif signifikan
terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan institusional
tidak berpengaruh terhadap
agresivitas pajak
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2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir ialah model konseptual tentang bagaimana suatu
teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai
suatu masalah yang penting (Sekaran, 1992 dalam Sugiyono, 2012:47).

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui faktor — faktor yang
mempengaruhi agresivitas pajak diantaranya faktor likuiditas, leverage,
corporate social responsibility, ukuran perusahaan dan komisaris independen
pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang tercatat di Bursa
Efek Indonesia periode 2012 hingga 2016. Kerangka pemikiran penelitian
dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Likuiditas

(X1) N
Leverage

(X2) Iy

Agresivitas Pajak
(Y)

y

Corporate Social
Responsibility (X3)

Ukuran Perusahaan
(X4)

Komisaris Independen
(Xs)

Hs
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Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan
kemudian dikaitkan dengan teori — teori yang ada maka hipotesis yang
dapat diambil adalah sebagai berikut :
Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas di definisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas juga dapat digunakan
perusahaan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari
ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi jangka pendeknya
(Subramanyam dan Wild, 2014). Teori pecking order mengungkapkan
bahwa perusahaan akan lebih memilih melakukan pendanaan melalui
sumber internal dahulu kemudian kekurangannya dari sumber eksternal.
Berdasarkan teori tersebut perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung
akan bertindak agresif terhadap pajak dengan memanfaatkan laba ditahan
yang dimiliki untuk operasi perusahaan sehingga laba kena pajak
perusahaan rendah dan biaya pajak yang harus dibayar juga berkurang.
Teori ini menyebutkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap
agresivitas pajak. Namun, teori ini bertentangan dengan hasil — hasil
penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh
negatif terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian Anita M (2015) serta Purwanto (2016)
mengemukakan bahwa likuiditas perusahaan berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dimana perusahaan yang
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likuiditasnya rendah cenderung akan melakukan penghindaran pajak untuk
mempertahankan arus kasnya. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan
hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut :
H:: Likuiditas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan

terhadap agresivitas pajak perusahaan
Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk
mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan bergantung pada
kreditur dalam membiayai aset perusahaan selain untuk menggambarkan
risiko keuangan suatu perusahaan (Anita M 2015). Teori trade off
mengungkapkan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan utang untuk
meminimalkan beban pajak yang mengarah pada tindakan agresif terhadap
pajak perusahaan. Teori ini menyebutkan bahwa leverage berpengaruh
positif terhadap agresivitas pajak.

Dalam penelitian Suyanto dan Supramono (2012) serta Purwanto
(2016) menunjukan hasil bahwa leverage berpengaruh positif dan
signifikan  terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal tersebut
diindikasikan karena perusahaan cenderung memanfaatkan utang untuk
meminimalkan beban pajak bahkan cenderung mengarah pada tindakan
agresif terhadap pajak perusahaan. Perusahaan melakukan hal demikian
berdasarkan pada ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 36 Tahun
2008, dimana perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan

insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan
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dengan beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan dengan cara
menambah utang perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan
hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut :
H>: Leverage secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap
agresivitas pajak perusahaan
Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Kartini (2013) dalam Hidayati (2017) mengungkapkan
bahwa perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan tidak hanya di
dukung oleh kondisi keuangan perusahaan tersebut. Namun, keberlanjutan
tersebut akan terpenuhi apabila perusahaan di samping memperhatikan
kondisi keuangan juga perlu memperhatikan dimensi sosial dan dimensi
lingkungan di sekitar perusahaan. Menurut teori legitimasi perusahaan
cenderung akan memanfaatkan biaya pengungkapan CSR selain untuk
memulihkan pandangan negatif masyarakat terhadap perusahaan namun
juga untuk meminimalkan laba kena pajak sehingga beban pajak yang
dikeluarkan oleh perusahaan rendah.

Teori ini didukung oleh hasil penelitian dari Rahmawati et. al
(2016) dan Hidayati (2017) yang menyatakan bahwa corporate social
responsibility mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak
perusahaan. Semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin tinggi pula
tingkat agresivitas terhadap pajak, karena biaya yang dikeluarkan dalam

pengungkapan CSR dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
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Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan hipotesis yang akan diuji
dalam penelitian adalah sebagai berikut :
Hz: Corporate social responsibility secara parsial berpengaruh positif
terhadap agresivitas pajak perusahaan
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Terkait ukuran perusahaan dapat diukur dengan kemampuan
finansial suatu perusahaan. Perusahaan dengan tingkat aktiva yang besar
akan mampu diklarifikasikan sebagai perusahaan besar. Menurut Kamila
(2013) mengungkapkan bahwa perusahaan besar cenderung untuk
melakukan manajemen pajak. Hal tersebut di dasari oleh teori keuasaan
politik yang mengungkapkan bahwa perusahaan besar cenderung akan
lebih mudah untuk mempengaruhi peraturan pemerintah.

Penelitian tersebut di dukung oleh hasil dari penelitian yang telah
dilakukan oleh Liu dan Cao (2007) dalam Tiaras dan Wijaya (2015) yang
mengungkapkan bahwa perusahaan besar memiliki political power yang
dapat digunakan serta berpengaruh terhadap regulasi terkait ketentuan
perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka rumusan hipotesis
yang akan diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Hs @ Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif signifikan
terhadap agresivitas pajak perusahaan
Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-

00001/BEI/01-2014 Lampiran | yang berisi Peraturan BEI Nomor I-A
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tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang
diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat juga mengharuskan perusahaan
tercatat memiliki komisaris independen sekurang — kurangnya 30% dari
jajaran anggota Dewan Komisaris. Kehadiran komisaris independen
diprediksi akan mampu mempengaruhi tingkat agresivitas pajak
perusahaan. Teori agensi mengungkapkan adanya pengaruh komisaris
independen terhadap pengawasan kinerja manajemen dalam mengambil
keputusan perusahaan.

Teori ini didukung oleh hasil penelitian Suyanto dan Supramono
(2012) semakin besar proporsi komisaris independen maka perilaku
agresif terhadap pajak perusahaan yang dilakukan manajemen akan
berkurang. Dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen
maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan terhadap
Kinerja manajemen serta menjadikan manajemen untuk lebih berhati — hati
dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan
perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya tax avoidance. Sehingga
hal yang diharapkan dengan semakin meningkatnya proporsi komisaris
independen dalam suatu perusahaan mampu meminimalisir tingkat
agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan
hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Hs: Komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan
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2.4.6. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Corporate Social Responsibility, Ukuran
Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak
Hasil penelitian Anita M (2015) serta Purwanto (2016) telah
mengemukakan bahwa likuiditas suatu perusahaan berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dalam penelitian
Suyanto dan Supramono (2012) serta Purwanto (2016) juga menunjukan
hasil bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap
agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini juga di dukung oleh hasil
penelitian dari Rahmawati et. al (2016) dan Hidayati (2017) yang
menyatakan bahwa corporate social responsibility mempunyai positif
terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Tiaras dan Wijaya (2015)
mengungkapkan pula bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Menurut Suyanto dan
Supramono (2012) semakin besar proporsi komisaris independen maka
perilaku agresif terhadap pajak perusahaan yang dilakukan manajemen
akan berkurang. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan hipotesis yang
akan diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut :
He : Likuiditas, leverage, corporate social responsibility, ukuran
perusahaan dan komisaris independen secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan
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